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Abstract: In the last decade, fi qh discourse has developed massively in online media. Th e online media has a signifi cant 
role in infl uencing the Muslim image and opinion. By using a library research approach and deductive-inductive analy-
sis method and comparative analysis that is complemented by framing analysis, the results of this study suggests that 
the exclusivist fi qh paradigm was born from an online website that has an exclusive ideology, for example the prohibi-
tion of Christmas greetings on non-Muslims as found on the website www.nahimunkar.org as well as exclusive news in 
https://www.risalahmujahidin.com, while the substantive-inclusive fi qh paradigm was born from the NU Online web-
site which has links with Nahdlatul Ulama organizations which have an inclusive and moderate ideology in answering 
issues actually in the Indonesian Muslim community, for example gifts from non-Muslims and Christmas greetings to 
non-Muslims are allowed in NU Online news. 
Keywords:  qh, ideology, exclusive, inclusive, and online media
Abstrak: Pada dekade terakhir ini, wacana fi kih berkembang secara masif di media online. Adapun media online me-
miliki peran yang cukup signifi kan dalam mempengaruhi image dan opini masyarakat Muslim. Dengan menggunakan 
pendekatan library research dan metode analisis deduktif-induktif serta analisis komparatif yang dilengkapi analisis 
framing, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa paradigma fi kih eksklsuif lahir dari websiste online yang memi-
liki ideologi eksklusif, misalnya larangan ucapan selamat Hari Natal pada non-Muslim sebagaimana ditemukan dalam 
websitewww.nahimunkar.org serta berita yang bernada eksklusif dalam https://www.risalahmujahidin.com, sedan-
gkan paradigma fi kih substantif-inklusif lahir dari website NU Online yang memiliki hubungan dengan organisasi 
Nahdlatul Ulama yang memiliki ideologi inklusif dan moderat dalam menjawab isu-isu aktual di masyarakat Muslim 
Indonesia, misalnya hadiah dari non-Muslim dan ucapan selamat Hari Natal pada non-Muslim diperbolehkan dalam 
berita NU Online. 
Kata Kunci:  kih, ideologi, eksklusif, inklusif, dan media online
Pendahuluan 
Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa 
perubahan hukum Islam ditentukan oleh situasi 
dan kondisi, sehingga ketentuan hukum yang 
dibentuk pada suatu waktu belum tentu sesuai 
dengan keadaan di waktu yang lain, demikian 
juga norma hukum yang membawa kemaslahatan 
pada suatu tempat, belum tentu dapat membawa 
maslahah jika diterapkan di tempat lainnya, mis-
alnya norma hukum Islam memerintahkan untuk 
menegakkan keadilan dan kebaikan hidup seb-
agai norma hukum yang qath’i al-dilalah, tetapi 
278 Vol. XII, No. 2, Desember 2019
bagaimana teknis menegakkan keadilan dan ke-
baikan hidup di tengah-tengah masyarakat dapat 
berbeda antara satu tempat dengan tempat lain-
nya, sehingga teknisnya menjadi ruang lingkup 
ijtihad yang akan selalu dinamis dan berkembang 
sesuai dengan tuntutan kemaslahatan hidup 
manusia.1  Renald Kasali mengemukakan bahwa 
problematiaka hidup manusia di masa kini tidak 
hanya berjalan liniear, tetapi bersifat acak dan su-
lit ditebak. Itulah yang dikenal dengan era disrup-
si, yakni sebuah inovasi yang akan menggantikan 
sistem lama yang serba fisik dengan teknologi dig-
ital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar 
baru dan lebih efesien, juga lebih bermanfaat.2
Isu-isu aktual yang dihadapi Muslim Indone-
sia juga tidak lepas dari arus informasi keagamaan 
yang tidak lagi melalui media konvensional yang 
serba fisik, tetapi juga sudah menyebar melalui 
media sosial/media online. Dalam konteks Indo-
nesia, berbagai media online telah bermunculan 
dan memberikan informasi dan konten pesan-
pesan keagamaan, konten pesan keagamaan itu, 
ada yang universal, ada eksklusif dan ada juga 
tendensius untuk kepentingan politis. Ada yang 
memiliki orientasi membangun keharmonisan 
hidup bermasyarakat dan berbangsa. 
Salah satu yang menjadi isu aktual pada tahun 
2016 adalah pemberitaan fatwa MUI pada tang-
gal 14 Desember 2016 yang mengeluarkan fatwa 
tentang larangan penggunaan atribut keagamaan 
non-Muslim walaupun dari sisi metode fatwanya 
memiliki landasan hukum yang bisa dibenarkan 
dalam sudut pandang MUI, tetapi hal itu memi-
liki implikasi sosial yang kurang baik karena dapat 
menurunkan rasa kebersamaan dan kerukunan 
antar agama Indonesia.3
Hal itu diperkuat dengan penelitian Abu Ba-
kar Ahmat yang membenarkan ideologi media 
dalam pemberitaan wacana keagamaan yang juga 
mempengaruhi persepsi masyarakat sebagaima-
na pemberitaan Detik.com dan Republika.co.id.4
Dalam tataran global, penyebaran gerakan 
keagamaan eksklusif, bahkan radikal, sebagian 
besar berasal dari negara-negara yang memiliki 
sistem politik dan hidup keagamaan yang me-
nindas. Hal itu terjadi pada sebagian besar di 
negara-negara yang mayoritas Muslim dan neg-
ara-negara Arab yang bersama-sama terdiri dari 
50 negara. Adapun negara yang bukan Arab yang 
memiliki kecenderungan sistem politik dan hidup 
keagamaan yang kurang demokratis juga ada.5
Studi mengenai kajian pesan-pesan norma 
keagamaan online dalam media online dapat 
disebutkan di antaranya;(a) Moh Hasyim, yang 
berjudul Analisis Produksi Berita NU Online, 
yang menganalisis konten berita NU Online;6 (b) 
penelitian Faris Khairul Anam yang berjudul Fikih 
Media Sosial: Cerdas Berbagi Informasi, Edisi 
Khusus, Cetakan I, 2019 yang menjelaskan kecen-
derungan media sosial yang menyebarkan infor-
masi dan bagaimana respons fikih terhadap arus 
informasi yang berkembang di masa kini; dan (c) 
penelitian Abu Bakar Ahmat, yang berjudul Pem-
beritaan Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan 
Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id, 
Kediri: STAIN Kediri, 2017.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang 
menjadi fokus bahasan penulis adalah bagaimana 
paradigma fikih eksklusif, bahkan radikal di Web-
site Online?. Bagaimana paradigma fikih substan-
1Khallâf, Ilmu Ushûl al-Fiqh..., h. 34-35; Abdullahi Ahmed An-Na‘im, 
“The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Ex-
pression in African and Islamic Contexts”, Emory International Law Review 
11 (1997), h. 48-49.
2Renald Kasali, Disrupsi: Tidak ada yang tidak bisa diubah sebelum di-
hadapi Motivasi saja tidak cukup, (Jakarta: Gramedia, Cet ke ix, 2018), h. 34.
3Ivada Ilya, Studi analisis fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 
Hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim ditinjau dari prin-
sip toleransi di Indonesia. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim, 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/11486/ diakses 28 Desember 
2019
4Abu Bakar Ahmat, Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Atribut Ke-
agamaan Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id, Kediri: STAIN 
Kediri, 2017. http://etheses. iainkediri.ac.id/ 84/1/1% 20HALAMAN %20
JUDUL_3%20PRA%20BAB%20%28KATA%20PENGANTAR%2C%20DST%29.
pdf , diakses 28 Desember 2019
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tif-inklusif di Website NU Online? Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk meneliti paradigma 
fikih eksklusif, bahkan radikal di Website Online 
dan paradigma fikih substantif-inklusif Website 
NU Online.
Metode Pembahasan
Penelitian ini menggunakan pendekatan li-
brary research yang tertuang dalam website ber-
ita online, sedangkan metode kajiannya meng-
gunakan metode analisis deduktif-induktif untuk 
mendeskripsikan data-data dari umum kepada 
khusus dan dari khsusus kepada umum, sedan-
gkan analisis komparatif digunakan untuk men-
gungkapkan paradigma fikih yang memiliki ciri 
khas substantif dan inklusif dalam menjawab din-
amika kehidupan umat manusia dengan mem-
bandingkannya dengan paradigma fikih eksklusif 
yang ada di berbagai media sosial.
Sebagai tambahan analisis, karena yang diteli-
ti adalah media online yang mengambarkan pem-
beritaan terhadap sebuah peristiwa, maka sebagai 
analisis pendukung digunakan Analisis Framing 
untuk mencaba ideologi media yang mengkon-
struksi realitas, sehingga diketahui bagaimana 
media memahami dan membingkai berita terha-
dap sebuah peristiwa yang terjadi, yakni analisis 
untuk membaca kepentingan ideologis media 
dalam membingkai berita dari sebuah realitas 
baik peristiwa, aktor, kelompok ataupun lainnya.7
Disamping itu ditambah dengan wawancara 
yang bersifat konfirmatif atas wacana iklusif (atau 
moderasi)beragama di organisasi NU.
5Reuben Vaisman-Tzachor, “A Terrorism Prevention Imperative: Psy-
chological Evaluations for All Immigrants”, SAGE Open,  Issue published, 
April 1, 2018, https://doi.org/10.1177/2158244018786540.
6Skripsi Jurusan Komuniskasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dak-
wah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013
7Kumala Citra Somara Sinaga dan Belli Nasution, “Analisis Framing 
Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.Com dan Merdeka.Com”, Jurnal On-
line Mahasiswa FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, h. 5-6; lihat juga Eryanto, 
Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKiS, 
2012)
Paradigma Fikih Eksklusif di Website Online 
Paradigma pemikiran fikih eksklusif memiliki 
indikator sebagai berikut: Pertama paradigma 
fikih-eksklusif memiliki pandangan bahwa Islam 
tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai 
sistem hukum yang memiliki muatan lengkap 
dan teknis serta menjadi ideologi yang universal 
dalam membangun sistem yang komprehensif 
dalam menjawab problematika hidup manusia. 
Paradigma fikih-eksklusif menyebutkan bahwa 
Islam merupakan agama yang memiliki muatan 
integratif antara agama, negara dan dunia, se-
hingga paradigma fikih ini menentukan berbagai 
aspek kehidupan manusia mulai dari permasala-
han global hingga pada yang terperinci dan tek-
nis. Kedua, paradigma fikih eksklusif memiliki 
pandangan bahwa Muslim memiliki kewajiban 
menegakkan sistem negara Islam (Khilafah Is-
lamiyah) dan memiliki kecenderungan hidup 
eksklusif dengan aliran yang berbeda dan ti-
dak mengakui sistem lain yang berbeda dengan 
sistem yang dianutnya yang dinilai paling sesuai 
dengan syariat islam. Ketiga, paradigma fikih 
eksklusif mengemukakan bahwa syari’at.8  harus 
menjadi landasan dalam kehidupan bernegara 
dan beragama serta dalam mengatur tata kehidu-
pan duniawi, sehingga Divine Law harus ditegak-
kan sebagai konstitusi negara Islam dan menjadi 
dasar kebijakan pengambilan keputusan para 
pemimpin negara. Oleh sebab itu, sistem politik 
kenegaraannya mengakui kedaulatan Tuhan, ti-
dak mengakui kedaulatan rakyat.  Keempat, para-
digma fikih eksklusif menjadikan syariat Islam 
sebagai simbol dalam kehidupan empiris manu-
sia, misalnya sistem politik Islam, sistem negara 
Islam, bukan pada substansinya.9
Pentingnya kajian agama karena diakui oleh 
penelitian Fred Dallmayr yang mengemukakan 
bahwa gerakan revolusi masa kini dipengaruhi 
oleh faktor agama. Agama memiliki peran pent-
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ing dalam memobilisasi massa di Turki, Iran dan 
Mesir. Arab Spring menjadi salah satu gerakan 
radikal di dunia Muslim. Oleh sebab itu, gerakan 
revolusi untuk membangun demokrasi itu perlu 
dibangun berdasarkan basis keilmuan filsafat dan 
sosial-politik yang kuat agar revolusi itu memiliki 
arah dan orientasi yang jelas dan sesuai dengan 
tuntutan demokrasi di masa kini.10
Dalam hal ini, pemahaman agama dalam hal 
ini fikih sebagai hasil pemahaman ulama atas al-
Qur’an dan Sunnah perlu dijadikan sebagai inspi-
rasi dalam menjawab tatangan kehidupan Mus-
lim di masa depan, sehingga arus informasi dan 
arus gerakan Islam internasional yang membawa 
pengaruh eksklusif-radikal dan misi khilafah Is-
lamiyah dapat dibendung. Sebab, aspirsi gerakan 
Islam internasional pada umumnya bertentangan 
dengan sistem kehidupan sosial dan politik di 
dunia Islam. Sebab, negara-negara Muslim mas-
ing-masing sudah memiliki ciri khas dan sistem 
kehidupan sosial dan politik yang berbeda-beda 
sesuai kebutuhan warga masyarakatnya.11
Salah satu kelompok Islam eksklusif dalam 
golongan Islam trans-nasional yang masuk ke In-
donesia adalah  Hizbut Tahrir (HT) yang didirikan 
pada 1953 oleh Taqi al-Din alNabhani di Jerusa-
lem. Dari Palestina itu, Hizbut Tahrir (HT) kemu-
dian mengembangkan jaringannya ke berbagai 
negara di belahan dunia. Hizbut Tahrir mulai me-
nyebarkan misi dan gerakannya tahun 1982-1983 
dan membawa misi untuk mendirikan khilafah 
Islam. Aliran Hizbut Tahrir memiliki paradigma 
fikih-eksklusif dalam memahami dan mengamal-
8Syariat dimaknai sebagai selain bersumber langsung pada al-Qur’an 
dan Sunnah, juga dapat dipahami sebagai hasil interpretasi ulama atas teks 
sumber hukum tsb. Charles Kurzman, (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook, 
(New York: Oxford University Press, 1998), h.50-51; R. S. Khare, (ed.), Per-
spectives on Islamic Law, Justice, and Society, (Oxford, N.Y. : Rowman & 
Littlefield Publishers, 1999), h.9-10; Mahmûd Syaltût, Al-Islâm: ‘Akîdah wa 
Syarî‘ah (t.t: Dâr al-Qalam,  t. th.), h. 21.
9M. Syafi’i Anwar, (Kata Pengantar) “Islamku, Islam Anda, Islam Kita 
Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid”, dalam Ab-
durrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta: The Wahid In-
stitute, 2006), xxi-xxii
kan ajaran fikih, sehingga ia berkehendak mener-
apkan syariat Islam dalam berbagai kehidupan 
manusia, tidak boleh mengadopsi tradisi Barat 
ataupun lainnya yang tidak bersumber langsung 
dari al-Qur’an dan Sunnah. Aliran HT memiliki 
orientasi revolusioner dalam menwajab perso-
alan-persoalan yang ada di masyarakat dengan 
menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya 
solusi alternatif dalam menyelesaikan persoalan 
di masyarakat serta obsensi untuk mendirikan 
khilafah Islamiyah.12
Penelitian  Ahnaf dan Osman mengemuka-
kan bahwa HT merupakan “transnational Islamic 
movement” yang memiliki jaringan hampir di 
hampir 45 negara di dunia dan Hizbut Tahrir In-
donseia (HTI) sebagai gerakan Islam revolusioner 
juga berusaha melakukan perubahan terhadap 
sistem sosial dan politik yang ada.13
Hasil penelitian Osman mengemukakan 
bahwa sejak turunnya rezim Orde Baru, gerakan 
islamisasi yang dilakukan berbagai organisasi Is-
lam di Indonesia memiliki perbedaan orientasi 
keagamaan, baik model gerakan ataupun agenda 
gerakannya, misalnya Front Pembela Islam (FPI), 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafis, dan Tradi-
tionalists. Berbagai organisasi itu juga melakukan 
penyebaran misi dakwahnya melalui berbagai 
media, misalnya melalui film, radio, and media 
sosial, yang mana hal itu memiliki implikasi yang 
berbeda bagi masyarakat Muslim Indonesia. Pe-
nyebaran arus informasi mengenai norma-norma 
10Fred Dallmayr, “Radical Changes in the Muslim World: Turkey, Iran, 
Egypt”, Globalizations, Volume 8 Issue 5, 2011.https://doi.org/10.1080/1474
7731.2011.622872
 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 
1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat 
Majemuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
11Dardiri, “Memahami Pola Rekrutmen Gerakan Islam Transnasional 
di Indonesia”, Jurnal Madania, Volume 4, 2, 2014, h.210 dan 218.
12Mohammad Iqbal Ahnaf, “Between revolution and reform: The fu-
ture of Hizbut Tahrir Indonesia”,  Dynamics of Asymmetric Conflict, Path-
ways toward terrorism and genocide, Volume 2, Issue 2, 2009. https://doi.
org/10.1080/17467580902822163; Mohamed Nawab Mohamed Osman , “Re-
viving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization 
Strategy and Its Impact in Indonesia”, Terrorism and Political Violence, Vol-
ume 22, Issue 4, 2010,https://doi.org/10.1080/09546553.2010.496317
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fikih dan syariat melalui media menjadi booming 
akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, “the Islamisation 
trend in the Indonesian media plays a key role 
both in pluralising the various discourses of Islam 
and normalising religious conservatism”.14
Paradigma Ijtihad Islam ekslusif (misalnya 
dalam aliran Islam transnasional)  menjadikan 
warisan sejarah hidup masyarakat Muslim masa 
lalu sebagai satu-satunya alternatif yang hendak 
ditegakkan di masa kini, misalnya sistem khila-
fah Islamiyah yang sedang marak disuarakan di 
Sudan, Pakistan, Malaysia dan juga Indonesia. 
Paradigma Ijtihad Islam trans-nasional  memiliki 
karakter ekslusif dan memilih jargon penerapan 
syariat Islam secara kaffah. Demikian juga wa-
cana Islam trans-nasional juga disebarkan me-
lalui media sosial.15
Selain Hizbut Tahrir, Majlis Mujahidin In-
donesia (MMI) juga memiliki pandangan yang 
eksklusif dan hendak menjadikan syariat Islam 
versi MMI sebagai satu-satunya alternatif dalam 
menjawab problematika hidup masyarakat In-
donesia, misalnya dalam hal memelihara harta 
(hifdz al-mal), ia menafsirkan surat Al-Maaidah, 
5: 32 dan surat Al-Baqarah, 2: 188 dengan menye-
butkan bahwa pemerintah Indonesia perlu tegas 
dalam melakukan pemberantasan illegal log-
ing (pembalakan liar), korupsi, penjualan kaum 
perempuan dan bayi, penipuan nasabah bank 
dan sebagai-nya. Namun demikian, target yang 
hendak dicapai itu tidak akan diperoleh secara 
optimal tanpa otoritas kekuasaan pemerintahan. 
Karena itu, melalui media sosial yang dimilikinya 
https://www.majelismujahidin.com/, ia meman-
dang penerapan norma syariat Islam (fikih) harus 
dilakukan di lembaga Negara untuk mewujudkan 
pembebasan “rakyat Indonesia dari kemiski-
nan dan penindasan penguasa zalim” dan untuk 
membebaskan dari ancaman pemurtadan dan 
jeratan aliran sesat.16
14Najwa Abdullah & Mohamed Nawab Mohamed Osman, “Islami-
sation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative push”, 
Journal of Religious and Political Practice, Volume 4, Issue 3, 2018, DOI: 
10.1080/20566093.2018.1525894.
15Eko Kurniawan Wibowo, “Membincang Gerakan Islam Transnasion-
al”, Jurnal Teologi - Diegesis, 3 (3), 2019, h. 61.http://sttbi.ac.id/journal/index.
php/diegesis/article/view/17 61
Paradigma fikih eksklusif ini memandang 
bahwa penerapan syariat Islam yang formalis-
tik dan tekstual menjadi standar dan parameter 
kemusliman dan keberhasilan capaian kinerja. 
Paradigma fikih eksklusif itu didasarkan pada 
surat Al Baqarah 2: 208 dengan  terjemahan versi 
mereka sebagai berikut: “Wahai kaum mukmin, 
ikutilah syari’at Islam itu seluruhnya. Jangan¬lah 
kalian mengikuti bujukan-bujukan setan. Sung-
guh setan itu adalah musuh kalian yang nyata-
nyata merugikan kalian.“  Dengan mengutip ayat 
al-Qur’an itu, MMImemandang kondisi negara 
yang masih kacau danporak poranda baik dalam 
bidang ideologi, politik, moral, ekonomi ataupun 
budaya ini memerlukan pemimpin yang “mampu 
merumuskan persoalan apa sebenarnya yang di-
hadapi bangsa” dan adil. Dengan paradigma fikih 
eksklusif itu, MMI hendak mengubah Indonesia 
menjadi “Negara bersyari’ah sehingga terwujud 
‘baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur‘ (Negara 
yang damai dan sejahtera, dan mendapat ampu-
nan Allah)”. Baginya, sistem negara itulah yang 
harus ditempuh untuk mencapai kesuksesan 
yang dicita-citakan.17
Dengan demikian, budaya hidup beragama 
yang ditawarkan paradigma fikih eksklusif itu 
menjadikan norma fikih sebagai satu-satunya 
landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan 
berbangsa dan tidak menerima alternatif norma 
lainnya serta tidak menerima paradigma penaf-
siran ulang terhadap teks al-Qur’an dan Sunnah 
itu.Dalam membangun pemahaman fikih, MMI 
menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu-
satunya dan tidak mau mengakomodir norma-
norma budaya yang ada di masyarakat, sehingga 
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16Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, Khutbah ‘Idul Adha 1433 
H: Syari’ah Islam Solusi Globalisasi Menghadapi Musibah & Bala Bencana, 
https://www.majelismujahidin.com/khutbah-idul-adha-1433-h-syariah-
islam-solusi-globalisasi-menghadapi-musibah-bala-bencana/, diakses 28 
Desember 2019.
17Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, Khutbah ‘Idul Adha 1433 
H: Syari’ah Islam Solusi Globalisasi Menghadapi Musibah & Bala Bencana, 
https://www.majelismujahidin.com/khutbah-idul-adha-1433-h-syariah-
islam-solusi-globalisasi-menghadapi-musibah-bala-bencana/, diakses 28 
Desember 2019.
18Mengapa Kyai Aswaja Membenci Wahabi?,https://www.risalahmuja-
hidin.com/mengapa-kyai-aswaja-membenci-wahabi/, diakses 28 Desember 
2019
19Mengapa Kyai Aswaja Membenci Wahabi?,https://www.risalahmuja-
hidin.com/mengapa-kyai-aswaja-membenci-wahabi/, diakses 28 Desember 
2019
20https://www.nahimunkar.org/haramnya-ucapan-selamat-natal-
dalam-fatwa-mui-2/, diakses 28 Desember 2019
seolah-olah yang Islami itu hanya budaya yang 
berasal dari Arab. Hal ini dapat disimak dalam 
narasi MMI dalam mengkritisi Nahdlatul Ulama 
(NU) dengan mengatakan bahwa partisipasi NU 
melalui Banser dalam pengamanan perayaan 
malam Natal dianggap sebagai kegiatan yang ti-
dak sesuai dengan norma agama Islam/fikih, dan 
dianggap sebagai kegiatan untuk mendapatkan 
predikat pluralis, dan untuk mendapatkan predi-
kat nasionalis dan pancasilais, kyai-kyai NU juga 
rela melakukan blusukan keluar masuk kelenteng 
atau gereja. 
Kritik MMI terhadap gerakan dakwah NU 
dalam menyebarkan syariat Islam menandakan 
bahwa paradigma ijtihad MMI adalah eksklusif 
dan hanya merujuk pada ketentuan tekstual al-
Qur’an dan Sunnah yang berdasarkan manhaj 
salafusshalih versi MMI. Selalin itu,MMI juga me-
mandang gerakan “politik NU bersikap pagi ke-
dele sore tempe alias mencla–mencle”, sedangkan 
dalam  kegiatan dakwah tauhid dan Sunnah, NU 
dinilainya selalu berada di garda terdepan dalam 
menentang setiap gerakan pemurnian Islam. 
Demikian juga sikap inklusif NU terhadap non-
Muslim dianggapnya sebagai sikap dan kegiatan 
yang hanya mengabdi pada ideologi pluralis, na-
sionalis dan pancasila.
Dalam kaitannya dengan pembangunan 
hubungan antar agama, paradigma fikih eksklusif 
(misalnya dalam golongan Islam trans-nasional) 
memilih pendapat yang cenderung eksklusif seb-
agaimana juga tertera dalam www.nahimunkar.
org yang merilis pendapat fikihyang mengharam-
kan “ucapan selamat natal” berdasarkan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 
2016tentang Hukum Menggunakan Atribut Ke-
agamaan Non-Muslim yang menampilkan 
pendapat fuqaha’: Pertama, Imam Khatib al-Syar-
bini dalam karyanya yang berjudul “Mughni al-
Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj”berpendapat 
bahwa  orang-orang yang menyamai orang-orang 
kafir dihukum ta’zir (ْﻢِﻫِﺩَﺎﻴَْﻋﺃ  ِﻓ  َﺭﺎ َّﻔُْﻜﻟﺍ  ََﻖﻓﺍَﻭ  ْﻦَﻣ  ُﺭَّﺰَُﻌﻳَﻭ ) dan 
orang yang berkata kepada kafir dzimmi “Ya Hajj”, 
dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya 
(kafir dzimmi) pada hari raya (orang-orang kafir) 
(ِﻩِﺪﻴِﻌِﺑ  َُﻩﺄَّﻨَﻫ  ْﻦَﻣَﻭ  ،  ُّﺝﺎَﺣ  َﺎﻳ  ٍّﻲ ِّﻣِِﺬﻟ  َﻝَﺎﻗ  ْﻦَﻣَﻭ). Kedua,Imam Ibnu 
Qoyyim al Jauzi dalam karyanya yang berjudul 
Ahkam Ahl al-Dzimmahberpendapat:“Adapun 
memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufu-
ran yang khusus bagi orang kafir disepakati haram 
hukumnya, seperti memberi ucapan selamat 
pada hari raya” (لثﻣ قﺎﻔتلاﺎﺑ مارحﻓ هﺑ ةصتخلما رﻔﻜﻟا رئﺎﻌشﺑ ةئﻨهتﻟا ﺎﻣأو 
ﻢﻫدﺎﻴﻋﺄﺑ  ﻢهئﻨهﻳ  نأ ). Dengan narasi pendapat tersebut, 
www.nahimunkar.orgkemudian berpendapat 
bahwa “barangsiapa memberi ucapan selamat 
pada seseorang yang berbuat maksiat, bid’ah atau 
kekufuran, maka dia layak mendapatkan keben-
cian dan murka Allah Ta’ala”. 
Paradigma Fikih Substantif-Inklusif di Website 
NU Online
Paradigma fikih substantif inklusif memiliki 
indikator sebagai berikut: Pertama, pemikiran 
fikih yang menempatkan teks al-Qur’an dan Sun-
nah sebagai sumber hukum yang memiliki aspek-
aspek etik dan moral untuk kehidupan manusia 
secara global. Dasar hukum pendapat ini adalah 
bahwa teks al-Qur’an dan Sunnah  yang telah 
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mengatur berbagai persoalan hidup manusia se-
cara etis dan moral, bukan secara teknis praktis., 
misalnya etika dan panduan moral dalam me-
mimpin masyarakat  serta prinsip penegakkan 
keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi.
Kedua,paradigma fikih substantif inklusif memi-
liki pandangan bahwa dalam urusan mu’malah, 
misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk 
memba¬ngun sistem praktis hidup bernegara 
atau tata kehidupan sosial, tetapi Nabi Muham-
mad saw menyampaikan pesan-pesan ajaran 
agama Islam yang universal. Adapun urusan tek-
nis praktis seperti pendirian negara Islam tidak 
diatur.  Husain Fawzi al-Najjar mengemukakan 
bahwa perhatian misi Nabi saw dalam menyam-
paikan misi keagamaan Islam termasuk bidang 
fikih tidak tertuju pada persoalan teknis sep-
erti pendirian negara, tetapi lebih bersifat global 
bagaimana menegakkan tata kehidupan manusia 
yang adil dan sejahtera.  Ketiga,paradigma fikih 
substantif-inklusif memiliki argumentasi bahwa 
syari’at tidak dibatasi atau terikat oleh negara, se-
hingga syariat diletakkan sebagai kerangka nilai 
keimanan. Menurut Al-Ashmawi, teks Al-Qur’an 
dan Sunnah menjadi sumber hukum yang me-
miliki orientasi pada nilai-nilai etika bukan pada 
teknis praktisnya seperti bentuk negara. Norma 
fikih/Syari’at menjadi spirit dalam membangun 
tata kehidupan yang dinamis dalam mencapai tu-
juan kemaslahatan hidup yang hakiki. Keempat, 
paradigma fikih substantif-in¬klu¬sif mengemu-
kakan bahwa syariat Islam menekankan pelem-
bagaan nilai–nilai Islam dalam aktivitas politik. 
Paradigma fikih ini memiliki kecenderungan me-
nyampaikan dan menerapkan nilai-nilai yang in-
trinsik dalam mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang sejahtera. 
Selanjutnya, akar historis lahirnya Nahdlatul 
Ulama adalah berasal dari kalangan yang gigih 
melawan penjajahan dengan membentuk organ-
isasi yang bergerak dalam misi kebangkitan mela-
wan penjajah, yakni pendirian Nahdlatul Wathan 
(Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916.Pada 
tahun 1918, para ulama lalu mendirikan Tas-
wirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul 
Fikri (Kebangkitan Pemikiran) untuk mewadahi 
pendidikan kaum santri. Dalam perkembangan-
nya, para ulama kemudian mendirikan Nahdlatut 
Tujjar (Pergerakan Kaum Sudagar). Ketika Raja 
Ibnu Saud berusaha mendirikan negara dengan 
asas tunggal madzhab Wahabi dan berusaha 
menghancurkan berbagai warisan budaya Islam 
ataupun pra-Islam karena dianggap bid’ah yang 
mendapat respons positif dari kaum modernis In-
donesia, maka atas dasar semangat untuk mendu-
kung kebebasan bermadzhab dan kepedulian un-
tuk melestraikan warisan peradaban Islam, maka 
kalangan pesantren mengutus delegasi Komite 
Hejaz yang dipimpin KH Wahab Hasbullah untuk 
memprotes kebijakan Raja Ibnu Saud. Atas usu-
lan Komite Hejaz dan protes umat Islam dunia, 
Raja Ibnu Saud membatalkan kebijakannya, se-
hingga Mekah hingga kini mendapat kebebasan 
bermadzhab. Setelah itu, para kiai melakukan 
rapat dan koordinasi yang kemudian melahirkan 
musyawarah mufakat untuk membangun organ-
isasi dengan nama Nahdlatul Ulama (Kebang-
kitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 
1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari se-
bagi Rais Akbar. Dalam menjalankan roda organ-
isasi, NU berdasarkan Kitab Qanun Asasi (prinsip 
dasar) dan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah 
yang menjadi landasan dan pedoman warga NU 
dalam berpikir dan bertindak dalam urusan aki-
dah, syariat dan akhlak serta sosial-politik. 
Dalam membangun moderasi ataupun toler-
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ansi beragama,  KH Hasyim Asy’arie berpijak pada 
paham Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki 
ciri khas mengikuti tradisi paham keagamaan 
salafus shalih, yakni ulama-ulama terkemuka di 
Makkah dan Madinah serta Al-Azhar Kairo Me-
sir dan  sawadul a’dzam (orang-orang mulia). 
Kedua golongan tersebut adalah ulama-ulama 
yang berpegang teguh pada salah satu madzhab 
dalam fikih, walaupun mayoritas bermadzahab 
Syafii,tetapi KH Hasyim mempersilahkan kepa-
da umat Islam jika hendak bermadzhab Hanafi, 
Hambali atau Maliki. 
Dalam analisis framing, berdasarkan karak-
ternya sejak lahir NU, konten moderasi beragama 
dalam bidang norma-norma fikih atau hukum Is-
lam juga tetap ditemui dan menjadi bagian wa-
cana dominan dalam NU, sehingga websiteNU 
Online juga tidak lepas dari ideologi NU yang me-
miliki karakter moderasi beragama termasuk juga 
dalam bidang fikih yang memiliki karakter sub-
stantif-inklusif dalam kehidupan beragama di In-
donesia,  misalnya berita website NU Online yang 
menjawab Hukum Menerima Hadiah Natal. Ses-
uai dengan ideologi NU yang moderat, maka nar-
asi beritanya juga mencerminkan moderasi dan 
dukungan yang positif dalam menjalin hubungan 
antar agama secara harmonis.  Narasi berita mod-
erasi dalam hidup beragama tercermin dalam 
paradigma fikihnya yang bersifat substantif-
inklusif yang dapat diungkap dari berita menge-
nai jawaban terhadap pertanyaan warga yang 
berinisial  (MJ/Depok) pada tanggal 24 Desember 
2019. Isi pertanyaanya adalah “apakah seorang 
Muslim boleh menerima hadiah dari non-Mus-
lim?” Berdasarkanpertanyaan tersebut, Redaksi 
NU Online kemudian menjawabnya bahwa al-
Qur’an tidak melarang Muslim bergaul dengan 
kalangan non-Muslim dan juga tidak melarang 
Muslim menerima hadiah dari kalangan non-
Muslim. Adapun dalil yang membolehkan adanya 
pergaulan dengan sesama umat manusia walau-
pun beda agama dan juga kebolehan menerima 
hadiah dari orang yang berbeda agama adalah 
Surat Al-Mumtahanah ayat 8 berikut ini:  ُهَّلﻟا ُﻢُكﺎَهَْﻨﻳ َلا 
ۚ ْﻢِهَْﻴِﻟإ اُوطِسُْقتَو ْﻢُﻫوََُّبت َْنأ ْﻢُِكرَﺎﻳِد ْﻦِﻣ ْﻢُكوُِجرُْخﻳ َْﻢﻟَو ِﻦﻳ ِّﺪﻟا ِﻓ ْﻢُكُوِلتﺎَُقﻳ َْﻢﻟ َﻦﻳِﺬَّﻟا ِﻦَﻋ 
َينِطِسْقُْمﻟا ُّبُِحﻳ َهَّلﻟا َِّنإyang artinya, “Allah tidak melarang 
kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terha-
dap orang-orang yang tidak memerangi kamu 
karena agama dan tidak (juga) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil,” (Q.S. Al-Mumtah-
anah: 8). 
Sesuai dengan ideologi moderasinya, Redaksi 
NU Online juga mengemukakan kebolehan terse-
but berdasarkan pendapat-pendapat ulama-ula-
ma terkemuka di masa lalu yang menekankan 
substansi-inklusifitas, misalnya ia mengutip pe-
mikiran Ibnu Bathal yang menjabarkan Surat Al-
Mumtahanah ayat 8 dalam bab penerimaan 
hadiah orang musyrik dengan mengutip riwayat 
Ibnu Jarir At-Thabari yang menjelaskan bahwa 
ayat ini turun mengenai ibu Asma binti Abu Bakar 
As-Siddiq. Ia bernama Qatilah (qilah pada lain ri-
wayat) binti Abdul Aziz. Imam Bukhari juga me-
nyampaikan bahwa Nabi saw pernah menerima 
hadiah pemberian dari kaum non-Muslim seb-
agaimana riwayat sahabat Anas bin Malik berikut 
ini: هﻴلﻋ هلﻟا لىص ﻲبﻨﻟا لىإ ىﺪﻫأ ةﻣود رﺪﻴكأ نإ سنأ ﻦﻋ ةدﺎتﻗ ﻦﻋ ﺪﻴﻌس لﺎﻗو 
ﻢلسو yang artinya: “Said mengatakan, dari Qatadah 
dari Anas ra, Ukaidir Dumah sesungguhnya per-
nah memberikan hadiah terhadap Nabi saw” (HR. 
Bukhari). Nabi saw pernah menerima hadiah 
keledai baydha dari Raja Ilah, dan juga menerima 
hadiah jubah sutra dari Ukaidir Dumah yang be-
ragama Kristen. Selain menerima hadiah dari 
non-Muslim, Nabi saw juga membolehkan saha-
Moh Dahlan| Paradigma Fikih Media Online 285
25https://islam.nu.or.id/post/read/114869/hukum-menerima-hadiah-
natal, diakses 27 Desember 2019.
batnya untuk menerima hadiah dari non-Muslim. 
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw 
memberikan izin Asma binti Abu Bakar untuk 
menerima pemberian ibunya yang ketika itu bu-
kan pemeluk Islam. Berikut ini riwayat Bukhari: 
ضير رﻜﺑ بيأ تﻨﺑ ءماسأ ﻦﻋ هﻴﺑأ ﻦﻋ مﺎشﻫ ﻦﻋ ةﻣﺎسأ وﺑأ ﺎﻨثﺪﺣ لﻴﻋماسإ ﻦﺑ ﺪﻴبﻋ ﺎﻨثﺪﺣ 
ﻢلسو هﻴلﻋ هلﻟا لىص هلﻟا لوسر ﺪهﻋ ﻓ ةكشرﻣ ﻲﻫو ﻲﻣأ ليﻋ تﻣﺪﻗ تﻟﺎﻗ ماهﻨﻋ هلﻟا 
ليص ﻢﻌن لﺎﻗ ﻲﻣأ لصﺄﻓأ ةبغار ﻲﻫو تلﻗ ﻢلسو هﻴلﻋ هلﻟا لىص هلﻟا لوسر تﻴتﻔتسﺎﻓ 
كﻣأ Artinya, “Dari Asma binti Abu Bakar RA, ia 
menceritakan, ‘Ibuku memberikan sebuah 
hadiahkepada aku. Sementara ia adalah seorang 
wanita musyrik pada zaman Rasulullah saw. Ke-
mudian ia mohon pendapat pada Rasulullah. Aku 
berkata, ‘Ibuku berkehendak (menyambung sila-
turahmi). Apakah aku harus menyambung tali si-
laturahmi pada ibuku?’ Rasulullah menjawab, 
‘Ya, hendaknya sambungtali silaturrahim itu pada 
ibumu,’’ (HR Bukhari). Berdasarkan uraian terse-
but, penerimaan hadiah oleh seorang Muslim 
dari non-Muslim ataupun menyambung tali sila-
turahim dibolehkan dalam fikih.  Dalam hubun-
gannya dengan pemberikan ucapan Selamat Hari 
Natal kepada kaum non-Muslim, Redaksi NU 
Oline mengemukakan bahwa persoalan “Mengu-
capkan Selamat Natal” dapat dijawab dengan ber-
dasarkan argumentasi fikih substantif-inklusif 
berikut: Pertama, nilai-nilai ajaran fikih dalam Al-
Qur’an dan hadits Nabi tidak memberikan keten-
tuan yang tegas mengenai larangan ataupun ke-
bolehan, sehingga karena hal itu masuk kategori 
perbedaan pendapat, maka hal itu masuk ruang 
lingkup ijtihad. Kedua,  dalam menjawab persoa-
lan ini, redaksi NU Online mengemukakan 
pendapat ulama fikih yang melarang sebagai beri-
kut: (a) Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, 
Syekh Ibrahim bin Ja’far, dan Syekh Ja’far At-Thal-
hawi berpendapat bahwa seorang Muslim haram 
mengucapkan Selamat Natal pada orang yang 
memperingatinya.   Pendapat fikih eksklusif itu 
berdasarkan pada dirman Allah:   َروُّﺰﻟا  َنوُﺪَهَْشﻳ  َلا  َﻦﻳِﺬَّﻟاَو 
ﺎًﻣَارِك اوُّرَﻣ ِوْغَّلﻟﺎِﺑ اوُّرَﻣ اَِذإَو   (Q.S.al-Furqan: 72) yang artinya: 
“Dan orang-orang yang tidak memberi persaksi-
an yang palsu, dan jika mereka bertemu dengan 
(orang-orang) yang melakukan perbuatan-per-
buatan yang tidak berguna, mereka lalui (saja) 
dengan menjaga kehormatan dirinya.”   Dari ayat 
tersebut dikemukakan haram mengucapkan Sela-
mat Natal dengan argumentasi bahwa seorang 
Muslim yang mengucapkan Selamat Natal sama 
dengan “memberikan kesaksian palsu” dan men-
gakui kebenaran “keyakinan umat Kristiani ten-
tang hari Natal”. Di samping itu,mereka juga ber-
pedoman pada hadits riwayat Ibnu Umar bahwa 
Nabi saw bersabda:   ْﻢُهْﻨِﻣ َوَُهﻓ ٍمْوَقِﺑ َهَّبََشت ْﻦَﻣ  yang artinya 
“siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia 
menjadi bagian dari kaum itu.” (HR. Abu Daud, 
nomor 4031).  Adapun orang-orang Islam yang 
menyampaikan ucapan selamat Natal pada 
dasarnya berperilaku menyamai tradisi umat 
Kristen.27
Sementara itu, pendapat ulama fikih yang 
membolehkan sesuai dengan paradigma fikih 
substantif-inklusif dan memiliki landasan argu-
mentasi dalil yang lebih kuat, yakni  Syekh Yusuf 
Qaradhawi, Syekh Ali Jum’ah, Syekh Musthafa 
Zarqa, Syekh Nasr Farid Washil, Syekh Abdullah 
bin Bayyah, Syekh Ishom Talimah, Majelis Fatwa 
Eropa, dan Majelis Fatwa Mesir yang mengemu-
kakan bahwa kebolehan menyampaikan “ucapan 
Selamat Natal kepada orang yang memperingat-
inya”.Para ulama itu berdasarkan pada firman Al-
lah swt berikut:   َْﻢﻟَو  ِﻦﻳ ِّﺪﻟا  ِﻓ  ْﻢُكُوِلتﺎَُقﻳ  َْﻢﻟ  َﻦﻳِﺬَّﻟا  ِﻦَﻋ  ُهَّلﻟا  ُﻢُكﺎَهَْﻨﻳ  َلا 
ْﻢِهَْﻴِﻟإ  اُوطِسُْقتَو ْﻢُﻫوََُّبت َْنأ ْﻢُِكرَﺎﻳِد ْﻦِﻣ ْﻢُكوُِجرُْخﻳ  yang artinya: “Allah 
tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan ber-
laku adil terhadap orang-orang yang tiada mem-
26https://islam.nu.or.id/post/read/114869/hukum-menerima-hadiah-
natal, diakses 27 Desember 2019.
27https://islam.nu.or.id/post/read/100603/ragam-pendapat-ulama-
soal-mengucapkan-selamat-natal, diakses 28 Desember 2019
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erangimu karena agama dan tidak (pula) mengu-
sir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S.al-
Mumtahanah:8).Berdasarkan ayat tersebut, para 
ulama fikih tersebut berpendapat bahwa umat Is-
lam tidak dilarang untuk berbuat baik pada siapa 
pun yang tidak memeranginya dan tidak mengu-
sirnya dari negerinya. Adapun mengucapkan Se-
lamat Natal adalah bagian dari perbuatan baik 
pada orang non Muslim yang tidak memerangi 
dan mengusir. Dengan demikian, hukum mengu-
capkan Selamat Natal adalah boleh, tidak haram. 
Selain itu, para ulama fikih itu berpijak pada had-
its Nabi saw yang berasal dari riwayat Anas bin 
Malik:   َّلىَص ُّﻲِبَّﻨﻟا ُهَﺎَتَﺄﻓ ،َِضرََمﻓ َﻢَّلَسَو ِهَْﻴلَﻋ ُهَّلﻟا َّلىَص َّﻲِبَّﻨﻟا ُمُﺪَْخﻳ ٌّيِدوَُهﻳ ٌَملاُغ َنﺎَك 
َلﺎََقﻓ ،ُهَﺪْﻨِﻋ َوُﻫَو ِهﻴَِﺑأ َِلىإ ََرظََﻨﻓ .ْﻢِلَْسأ :َُهﻟ َلﺎََقﻓ ِهِْسَأر َﺪْﻨِﻋ َﺪَﻌََقﻓ ،ُهُدوَُﻌﻳ َﻢَّلَسَو ِهَْﻴلَﻋ ُهَّلﻟا 
َوُﻫَو َﻢَّلَسَو ِهَْﻴلَﻋ ُهَّلﻟا َّلىَص ُّﻲِبَّﻨﻟا ََجرََخﻓ .ََﻢلَْسَﺄﻓ .َﻢَّلَسَو ِهَْﻴلَﻋ ُهَّلﻟا َّلىَص ِﻢِسﺎَْقﻟا َﺎَﺑأ ْعَِطأ :َُهﻟ 
ـ )ِرﺎَّﻨﻟا  َﻦِﻣ ُهَﺬَْقَنأ  يِﺬَّﻟا  ِهَِّلﻟ  ُﺪْمَْحﻟا( :ُلوَُقﻳ   “Pada zaman dulu ada 
seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan atau 
pembantu Nabi saw, kemudian ia sakit. Maka, 
Nabi saw datang untuk menjenguknya, kemudian 
beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata: 
“hendaknya masuk Islam!”,maka anak Yahudi itu 
melihat ke arah bapaknya yang ada di dekatnya, 
maka bapaknya berkata:‘hendaknya taat pada 
Abul Qasim (Nabi saw),” maka anak itu kemudian 
masuk Islam. Lalu Nabi saw keluar sambil berka-
ta: ”Segala puji bagi Allah yang telah menyelamat-
kannya dari neraka.” (HR Bukhari).  Berdasarkan 
hadis tersebut, ibnu Hajar berpendapat: “Hadits 
ini menerangkan kebolehan Muslim untuk men-
jadikan non-Muslim sebagai pembantu dan men-
jenguk mereka ketika dalam keadaan sakit, dan 
hadits tersebut juga memberikan gambaran bah-
wa berbuat baik diperbolehkan pada non-Mus-
lim, dan mengucapkan selamat Natal adalah ba-
gian dari perbuatan baik pada mereka. Dengan 
demikian, sesuai dengan ideologi moderasi atau 
inklusif NU, Redaksi NU Online mendasarkan 
pada paradigma fikih substantif-inklusif yang 
memberikan kebebasan pada umat Islam dalam 
menyikapi ucapan Selamat Natal kepada non-
Muslim, sehingga perbedaan itu tidak boleh dija-
dikan sebagai wahana untuk konflik dan menim-
bulkan perpecahan. Untuk itu, kalau umat Islam 
dibolehkan memberikan ucapan Selamat Natal, 
maka tentu Banser juga dibolehkan menjaga ke-
berlangsungan keamanan hari raya Natal. Sebab, 
Banser bukan hanya menjaga perayaan hari natal, 
tetapi juga menjadi eksistensi keamanan NKRI 
yang menjadi tempat Muslim menjalankan amal 
ibadahnya. Selain itu,  Umar bin Khattab juga per-
nah menetapkan kebijakan pengamanan keber-
langsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani 
Iliya’ (Quds/Palestina):    َْينِﻨِْﻣؤُْمﻟا ُْيَِﻣأ ُرَمُﻋ ِهلﻟا ُﺪْبَﻋ َىطَْﻋأ ﺎَﻣ اَﺬَﻫ 
،ﺎَهِتَّلِﻣ ِِرئﺎَسَو ْﻢِِهنﺎَْبلَصَو ْﻢِهِِسئﺎَﻨََكو ْﻢِِهﻟاَوَْﻣأَو ْﻢِهِسُْﻔَنِل ًﺎنﺎََﻣأ ْﻢُﻫَﺎطَْﻋأ :ِنﺎََﻣْلا َﻦِﻣ َءﺎَﻴِْلﻳِإ َلَْﻫأ 
ُمَﺪُْهت َلاَو ،ْﻢُهُِسئﺎَﻨَك ُﻦَﻜُْست َلا yang artinya:  “Ini adalah pembe-
rian hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin terha-
dap warga Iliya’ yang berbentuk jaminan keaman-
an, yakni ia memberijaminan keamanan bagi 
mereka baik jiwa, harta, gereja, salib, ataupun 
agama-agama lainnya. Gereja mereka tidak boleh 
diduduki dan tidak boleh dihancurkan.”28
KH Ishom, Pengurus PBNU, juga mengemu-
kakan bahwa boleh memberikan ucapan Selamat 
Hari Natal berdasarkan pemikiran ulama fikih 
di antaranya, Syaikh Muhammad Rasyid Ridla, 
Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Prof. Dr. Abdussattar 
Fathullah Sa’id, Syaikh Musthafa al-Zarqa’, Prof. 
Dr. Muhammad al-Sayyid Dusuqi, Syaikh al-Syur-
bashi, Syaikh Abdullah bin Bayyah, Syaikh Farid 
Muhammad Washil, dan Syaikh Ali Jum’ah.29  Se-
cara praktis, pada hari Selasa 24 Desember 2019, 
Sekretaris Jenderal PBNU menyampaikan: “Sela-
mat Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, teru-
tama untuk semua saudara-saudara yang beraga-
ma Kristiani di manapun berada, khususnya yang 
berada di negara Republik Indonesia. Mari terus 
menjaga persatuan dan kesatuan sebagai entitas 
bangsa yang besar dan berkeadaban,”30  Pandan-
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gan inklusif NU terhadap sesama umat manusia 
dan kaum non-Muslim juga dilakukan oleh Pen-
gurus NU di daerah seperti di Pengurus Wilayah 
NU Bengkulu juga memiliki pandangan yang 
inklusif. Zubaedi Sekretaris PWNU Bengkulu ber-
pendapat bahwa sikap inklusif perlu terus dipu-
puk dan dikembangkan untuk membangun relasi 
hidup antar agama yang harmonis dan rukun.31
Dari uraian tersebut, Redaksi NU Online ber-
pendapat bahwa sikap saling menghormati den-
gan pilihan masing-masing tanpa harus memak-
sakan pendapat kita pada orang lain merupakan 
bagian dari penerapan paradigma fikih substantif-
inkuslif yang mengajarkan perlunya mengamal-
kan nilai-nilai substantif-inklusif dalam kehidu-
pan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.32
Secara historis, relasi Muslim dan non-Mus-
lim juga sudah terbangun dengan baik dalam 
bentuk interaksi ilmu pengetahuan, filsafat, 
perdagangan, kesenian, dan arsitektur. Dalam 
interaksi itu, kontribusi non-Muslim juga be-
sar dalam pembangunan peradaban Islam yang 
didalamnya juga dikembangkan ijtihad dalam 
pembaruan fikih untuk menjawab isu-isu aktual 
di dunia Muslim.33
Dalam menjawab persoalan relasi Muslim 
dan Non-Muslim, sejumlah intelektual Muslim 
Indonesia juga memberikan respons yang ra-
sional dan proporsional, bukan memperlebar 
jurang pemisah relasi antar agama di Indonesia, 
tetapi lebih pada bagaimana menjawab Fatwa 
MUI dalam kerangka hukum di Indonesia, di 
antaranya: Pertama, M. Agus Maulana menge-
mukakan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penggunaan 
Atribut Keagamaan Non-Muslim tidak memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana 
peraturan perundang-undangan, fatwa itu hany-
alah pendapat atau saran pada pemerintah. Fatwa 
MUI dapat menjadi hukum positif jika hal itu su-
dah menjadi peraturan perundangan ataudipu-
tuskan dalam putusan peradilan yang berkekua-
tan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.34
Kedua, Ivada Ilya mengemukakan bahwa 
pada tanggal 14 Desember 2016, metode ijtihad 
dasar hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
sudah benar dalam mengeluarkan fatwa tentang 
Hukum menggunakan atribut keagamaan non-
Muslim. Walaupun fatwa itu tidak mengganggu 
prinsip toleransi di Indonesia, tetapi fatwa itu 
dapat menurunkan semangat kebersamaan dan 
kerukunan antar agama Indonesia.35
Ketiga, penelitian Abu Bakar Ahmat menge-
mukakan bahwa pengaruh media sosial dan dam-
paknya memiliki implikasi yang lebih besar dan 
terkadang terlepas dari tujuan dikeluarkannya 
pemikiran dan ide-ide awalnya, misalnya respons 
media sosial atau media online dalam “Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 tahun 
2016 tentang hukum memakai atribut non-Mus-
lim”. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menun-
jukkan bahwa pemberitaan framing di Detik.com 
dan Republika.co.id terhadap fatwa MUI itu tidak 
lepas dari ideologi dan nilai-nilai ideologis media 
itu sendiri. Hal itu tampak dari pemberitaan De-
tik.com yang masih objektif dalam pemberitaan-
nya, sedangkan Republika.co.id yang merupakan 
media yang berideologi Islam menampilkan pem-
beritaan yang selalu mendukung fatwa MUI.36
28https://islam.nu.or.id/post/read/100603/ragam-pendapat-ulama-
soal-mengucapkan-selamat-natal, diakses 28 Desember 2019
29https://www.nu.or.id/post/read/56483/inilah-pandangan-rais-sy-
uriah-pbnu-soal-ucapan-selamat-natal, diakses 28 Desember 2019
30https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20191224123446 - 20-
459588/ pbnu-ucapkan- selamat-natal-mari-jaga-persatuan-bangsa, diakses 
28 Desember 2019
31Wawancara dengan Zubaedi, Sekretaris PWNU Bengkulu, tanggal 18 
Desember 2019
32https://www.nu.or.id/post/read/112152/hukum-mengucapkan--se-
lamat-natal-, diakses 28 Desember 2019. 
33Walid Khalidi, “Kata Pengantar untuk Edisi Kesepuluh yang Telah Di-
revisi”, dalam Philip K Hitti, History of the Arabs: Rujukan Induk dan Paling 
Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam,  terj. R Cecep Lukman Yasin dan 
Dedi Selamet Riyadi,  (Jakarta: PT Serambi, Cet II, 2010), h. Viii.
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34M. Agus Maulana, Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.56 tahun 2016 
tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut 
sumber hukum di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. 
http://digilib.uinsby.ac.id/21756/ diakses 28 Desember 2019
35Ivada Ilya, Studi analisis fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 
Hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim ditinjau dari prin-
sip toleransi di Indonesia. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim, 2017. http://etheses.uin-malang.ac.id/11486/ diakses 28 Desember 
2019
36Abu Bakar Ahmat, Pemberitaan Fatwa MUI Tentang Atribut Ke-
agamaan Non-Muslim Di Detik.com dan Republika.co.id, Kediri: STAIN 
Kediri, 2017. http://etheses.iainkediri.ac.id/84/1/1%20HALAMAN%20
JUDUL_3%20PRA%20BAB%20%28KATA%20PENGANTAR%2C%20DST%29.
pdf , diakses 28 Desember 2019
Kesimpulan
Media online memiliki peran penting dalam 
menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan 
keagamaan (norma fikih) dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan dan kebangsaan. Apalagi agama 
termasuk norma fikih diakui memiliki peran yang 
penting dalam membangun narasi perdamaian 
dan keharmonisan hidup yang tidak dijumpai 
dalam entitas lainnya seperti persoalan ekonomi 
ataupun budaya, sehingga pembangun paradig-
ma fikih substantif-inklusifdalam membangun 
pluralitas hidup beragama menjadi kebutuhan 
mendesak di masa kini. Narasi keagamaan atau 
fikih yang disebarkan melalui media online den-
gan mudah disebarkan dan dapat mempengaruhi 
pemahaman masyarakat. Oleh sebab itu, media 
online sebagaimana NU Online perlu dikembang-
kan dalam membendung arus wacana keagamaan 
yang akhir-akhir ini cenderung eksklusif dan se-
lalu menyalahkan pihak-pihak lainnya sebagai 
kambing hitam dan kemudian menjadikan nor-
ma syariat Islam atau fikih versinya yang diang-
gap sebagai satusatunya alternatif yang bisa digu-
nakan menyelesaikan semua masalah. Untuk itu, 
kajian ke depan yang perlu dilakukan adalah per-
lunya mengukur intensitas pengaruh wacana fikih 
susbstantif-inklusif sebagaimana NU Olinedalam 
membangun keharmonisan hidup beragama di 
Indonesia dan sekaligus upaya menandingi arus 
informasi keagamaan (fikih) eksklusif. 
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